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BAB III 

KOLONIAL BELANDA DI PANDEGLANG 

  

A. Keberadaan Belanda di Pandeglang 

Pandeglang merupakan salah satu daerah Kabupaten di 

Banten. Pandeglang adalah daerah  Banten bagian selatan di 

samping kabupaten Lebak. Daerah Banten selatan, dipandang 

sebagai daerah yang tertinggal secara ekonomi dan pendidikan 

dibandingkan di daerah-daerah di bagian Banten Utara, seperti 

Serang atau Cilegon. Karena itu daerah selatan itu termasuk 

daerah tertinggal dalam hal pembangunan ekonomi. Sebagian 

besar penduduk Pandeglang masih bergelut dengan kemiskinan. 

Posisinya yang berada di daerah selatan ini menjadikan 

Pandeglang berada di pinggir lalu lintas Jawa-Sumatera..
1
 

Pada tahun 1618, terjadi perselisihan antara kesultanan 

Banten dengan VOC, dikarenakan VOC menginginkan monopoli 

perdagangan namun Sultan meginginkan perdagangan bebas.
2
 

Perselisihan tersebut berimbas dengan ditangkap dan 

                                                           
1 Mohamad Hudaeri, Relasi Kuasa Agama dan Politik Dalam Pilkada 

Pandeglang (Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Press, 2009), p. 29 
2 Halwany Michrob, Catatan Masa Lalu Banten (Serang: Saudara 

Serang, 1993), p. 111. 
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dipenjarakannya Sultan Ageng Tirtayasa di Batavia pada tahun 

1680. Selanjutnya VOC melakukan campur tangan dalam 

pengangkatan Sultan, sehingga pemerintahan Kesultanan Banten 

mengalami kekacauan. 

Ketika pemerintahan Sultan Aliuddin berakhir, tahta telah 

beralih ke tangan Pangeran Muhiddin. Pada saat itu pula, tanggal 

31 Desember 1799, Kompeni VOC dibubarkan. Kekuasaannya 

diambil alih oleh Pemerintah Kerajaan Belanda, yang membentuk 

pemerintahan Hindia Belanda. Gubernur Jenderal H.W. Daendels 

(1808-1811) adalah gubernur jenderal yang pertama di Hindia 

Belanda.
3
 

Pada masa pemerintahan Herman Willem Daendels 

(1808-1811), ia menjalankan pemerintahannya dengan 

memberantas sistem feodal yang sangat diperkuat oleh VOC. 

Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta hak-hak 

bupati mulai dibatasi, terutama yang menyangkut penguasaan 

tanah dan pemakaian tenaga rakyat. Baik wajib tanam dan wajib 

                                                           
3 Nina H Lubis, Banten Dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, Ulama, 

Jawara (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003), p. 87-88. 



43 

 

kerja hendak dihapuskannya.
4
 Daendels ingin memerintah rakyat 

pribumi secara langsung tanpa perantara sultan atau bupati.
5
 

Pada masa pemerintahan Daendels, terjadi beberapa 

perubahan yang cukup merugikan penguasa lokal beberapa 

diantaranya adalah berubahnya status kerajaan lokal yang telah 

ditaklukan VOC tidak lagi bersifat otonom, melainkan berada di 

bawah kendali pemerintah kolonial. Kerajaan-kerajaan yang 

dianggap masih berpengaruh terhadap rakyat, dibagi lagi menjadi 

beberapa daerah. Banten yang merupakan salah satu bekas 

kerajaan besar di Jawa Barat, rajanya dijadikan pegawai 

pemerintah kolonial. 

Pada awal abad ke-19, kesultanan Banten diperintah oleh 

Sultan Abunasar Muhammad Ishak Zainul Muttaqin, putra Sultan 

Abdul Mufakir Muhammad Aliudin dari selir. Walaupun 

Kesultanan Banten dalam keadaan lemah, akibat perebutan tahta 

kesultanan, namun Sultan Banten tidak mengakui kekuasaan 

                                                           
4 Sartono Kartodirjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-

1900…, p.291` 
5 Nina H. Lubis, Sejarah Banten Membangun Tradisi dan Peradaban 

(Serang: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten, 2014), p. 

187. 
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Daendels. Hal itu ditunjukan oleh tindakan sultan menghadapi 

kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Daendels. 

Dalam rangka mempertahankan Pulau Jawa, Daendels 

bermaksud membangun pangkalan angkatan laut di Ujung Kulon 

Pandeglang, untuk keperluan itu Daendels memerintahkan Sultan 

Banten agar mengirim pekerja rodi sebanyak-banyaknya. 

Beratnya pekerja rodi tanpa jaminan makanan, menyebabkan 

banyak pekerja yang meninggal dan banyak pula yang melarikan 

diri. Daendels menuduh Mangkubumi Banten Wargadiraja 

sebagai biang keladi larinya para pekerja rodi.
6
 

Sementara itu, pembangunan pangkalan militer di Ujung 

Kulon dihentikan karena banyaknya pekerja yang mati di daerah 

berawa-rawa itu. Pembangunan dialihkan ke Anyer. Untuk 

kelancaran pemerintahan dan menguasai Pulau Jawa, pada tahun 

1809 Daendels juga membangun jalan raya dari Anyer di ujung 

Jawa bagian barat sampai dengan Panarukan di ujung timur.
7
 

                                                           
6 Nina H. Lubis, Banten Dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, Ulama, 

Jawara…, p. 92. 
7 Nina H. Lubis, Sejarah Banten Membangun Tradisi dan 

Peradaban…, p. 185. 
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Pada tahun 1819, pada masa pemerintahan Gubernur 

Jenderal  Van der Capellen, Banten diubah menjadi dua 

kabupaten, yakni Banten Utara dan Banten Selatan. Perubahan 

terjadi lagi pada tahun 1828, Banten menjadi tiga kabupaten, 

yakni Banten Utara dengan ibukota Serang, Banten Barat 

beribukota di Caringin, dan Banten Selatan beribukota di Lebak. 

Tahun 1854, Banten dibagi menjadi empat kabupaten dengan 

menambah satu kabupaten baru, yakni Banten Tengah yang 

beribukota di Pandeglang.
8
 

 

B. Kondisi Ekonomi di Pandeglang Masa Kolonial Belanda 

Kebesaran Banten menjelang abad XVII banyak 

dipresentasikan dengan kemajuan ekonomi perdagangan. 

Keletakan Banten di pesisir utara sebelah barat pulau Jawa dan 

berada di teluk yang bersebelahan dengan selat Sunda merupakan 

faktor utama kemajuan kerajaan Banten. Banten memiliki 

komoditi perdagangan berupa hasil agraria yang melimpah dan 

merupakan hasil bumi yang sangat berharga disamping emas dan 

                                                           
8 Nina H. Lubis, Sejarah Banten Membangun Tradisi dan 

Peradaban…, p. 180. 
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lada. Belanda bahkan memonopoli perdagangan lada dunia 

dengan mendirikan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), 

sebuah Kongsi Dagang Hindia Timur tahun 1602.
9
 

Pada tahun 1618, terjadi perselisihan antara kesultanan 

Banten dengan VOC, dikarenakan VOC menginginkan monopoli 

perdagangan namun Sultan meginginkan perdagangan bebas.
10

 

Perselisihan tersebut berimbas dengan ditangkap dan 

dipenjarakannya Sultan Ageng Tirtayasa di Batavia pada tahun 

1680. Selanjutnya VOC melakukan campur tangan dalam 

pengangkatan Sultan, sehingga pemerintahan Kesultanan Banten 

mengalami kekacauan. Pada akhir abad XVIII, VOC dibubarkan 

yang kemudian diambil alih oleh kerajaan Belanda melalui 

Pemerintahan aHindia Belanda, yang dibentuk untuk mengurusi 

pemerintahan kolonial di Hindia Timur. 

Pada tahun 1800-an di Pandeglang hasil wawancara dari 

salah satu sumber yang didapatkan, mengatakan bahwa dari 

sektor ekonomi yang ada didaerah Pandeglang cukup sederhana, 

                                                           
9 Nina H. Lubis, Banten Dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, Ulama, 

Jawara (Jakarta: LP, p. 45. 
10 Halwany Michrob, Catatan Masa Lalu Banten (Serang: Saudara 

Serang, 1993), p. 111. 
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kebanyakan hasil bertani masyarakat hanya untuk kebutuhan 

sehari-hari saja, hasil tani disimpan di leuit (gudang penyimpanan 

beras) tidak untuk dijual belikan atau dibarter (tukar barang). 

Akan tetapi dalam sektor pertanian yang menghasilkan sayuran 

seperti, wortel, brokoli, ubi dan  buah-buahan dijual dipasar 

pandeglang untuk tambahan pemasukan uang disetiap pedagang. 

Dengan berjalan kaki dari lereng Gunung Karang sampai 

ketempat perdagangan di  pasar Pandeglang. Disitulah tambahan 

uang yang didapatkan dari hasil pertanian masyarakat 

Pandeglang. Pasar  Pandeglang dulunya  tidak setiap hari buka, 

ada hari-hari tertentu seperti hari senin dan kamis. Dikarenakan 

jarak dan konsumen sangat jarang ditemui.
11

 

Timbulnya perkebunan dan tanah-tanah partikelir
12

 di 

Jawa adalah babak baru bagi ekonomi perkebunan, dengan kata 

lain terjadi perubahan perekonomian yang semula didominasi 

oleh tanaman perdagangan . Berkembang luasnya tanaman 

                                                           
11 Bapak Jahid, Diwawancarai oleh Gugun Guntara, Handpone 

Recording, Pandeglang, Kp. Pasir Peteuy 27 November 2019, Pukul 13:00 

WIB. 
12 Tanah Partikelir adalah tanah eigendom di atas mana pemiliknya 

mempunyai hak-hak pertuanan. Tanah Partikelir merupakan tanah yang 

dimiliki orang-orang swasta Belanda dan orang-orang pribumi yang mendapat 

hadiah tanah karena dianggap berjasa kepada Belanda. 
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perdagangan ini berarti di Banten-Batavia, Yogyakarta-Surakarta, 

dan Pasuruan Probolinggo mengalami perubahan sosial, demikian 

juga Keresidenan lain lain yang juga sebagai  perkebunan swasta 

ataupun pemerintah. Di Banten-Batavia di kenal banyak tanah 

partekelir yang mengusahakan bahan pangan dan barang ekspor. 

Pada masa pemerintahan Deandels telah dijual tanah-tanah di 

Karawang, Priangan, Semarang, Probolinggo dan Basuki. Khusus 

di Banten, dijual untuk tanah Partekelir Cikandi pada tahun 1828 

dan 1829.
13

 

Perkembangan perkebunan dan hasil-hasilnya 

menunjukan peningkatan setelah selesainya depresi tahun 1880-

an. Dua dasawarsa kemudian perkebunan sudah Survive dan 

bahkan berhasil meningkatkan produksinya. Selain karena politik 

etis yang mendorong perbaikan kualitas perkebunan tentu 

produksinya juga akan lebih baik. Selain itu menjelang penutupan 

abad XIX  dikeluarkan peraturan tentang penyewaan tanah 

partikelir dan bahwa tanah-tanah itu dijadikan milik sendiri. 

Kedudukan pemilik tanah partikelir makin kuat antara lain 

                                                           
13 Suhartono W Pranoto, Jawa: Bandit-Bantit Pedesaan, p.68 
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dengan adanya hak menghukum petani yang tidak memenuhi 

kebijakan.
14

 

Berdasarkan dari sumber tertulis yang sangat langka 

mengenai kependudukan dari abad XIX berjumlah 4.615.270 

jiwa di Jawa. Diantaranya lebih dari 1,5 juta hidup di daerah 

kerajaan dan kira-kira 3 juta jiwa ada di daerah yang langsung 

diperintah oleh pemerintah kolonial. Pada awal abad XIX Jawa 

sudah merupakan daerah agraris. Sebagian besar dari 

penduduknya hidup dari pertanian, peternakan. Pertanian 

diusahakan secara tradisional,teknologi yang digunakan juga 

bersifat tradisional memadai untuk kebutuhan hidupnya yang 

masih ada pada tingkat subsitensi.
15

 

Pada tahun 1799-1808 dalam menghadapi kondisi 

kehidupan rakyat yang serba terbelakang menurut kaum liberal 

kesemuanya itu terutama disebabkan oleh sistem feodal yang 

mematikan semua hasrat rakyat, untuk mengatasi hal itu 

diusulkan oleh Van Hogendorp agar kedudukan bupati dan 

                                                           
14 Suhartono W. Pranoto, Jawa: Bandit-Bantit Pedesaan…, p.70 
15 Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-

1900…, p. 290. 
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penguasa daerah lahirnya diatur kembali, pemilikan atau 

penguasaan tanah sebagai sumber pemerasaan di cabut dan tanah 

dikembalikan kepada rakyat. Rakyat diberi tanah untuk ditanami 

secara bebas, bebas memilih jenis tanaman serta menyalurkanya 

dan bebas melakukan pekerjaanya. Sebagai pengganti 

penyerahaan wajib diadakan pajak berupa hasil bumi dan uang 

kepala. Dengan sistem baru itu diharapkan rakyat akan lebih giat 

menanami dan menghasilkan kopi, beras, lada, kapas, coklat, dan 

minyak kelapa. Hal itu akan mendorong perkembangan 

ekonomi.
16

 

Pada tahun berikutnya yakni tahun 1808-1811, dijiwai 

oleh ideologi yang sama, deandels menjalankan pemerintahanya 

dengan memberantas sistem feodal yang sangat diperkuat oleh 

VOC. Untuk menvegah penyalahgunaan kekuasaan, serta hak-

hak bupati mulai dibatasi, terutama yang menyangkut penguasaan 

tanah dan pemakaian tenaga rakyat. Baik wajib tanam dan wajib 

kerja hendak dihapuskanya. Hal ini tidak hanya akan mengurangi 

pemasaraan ekonomi oleh para penguasa tetapi juga lebih selaras 

                                                           
16 Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-

1900…, p. 291. 
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dengan prinsip kebebasan berdagang. Kondisi ekonomi pada 

waktu itu menjadi hambatan pokok bagi pelaksanaan ide-ide 

bagus tersebut. Keadaan yang masih berlaku zaman VOC ialah 

bahwa para bupati dan penguasa daerah lainya masih memegang 

peranan dalam perdagangan, antara lain berupa peosenan kultur, 

ialah presentase tertentu dari harga tafsiran penyerahan wajib dan 

kontingen yang dipungut dari rakyat. Sistem itu membawa akibat 

bahwa pasaran bebas tidak berkembang dan tidak muncul suatu 

golongan pedangan, suatu unsur sosial yang lazim berperan 

penting dalam proses liberalisme masyarakat feodal atau 

tertutup.
17

 

Faktor penghambat kedua ialah bahwa dalam struktur 

Deandels sendiri yang perlu mempertahankan Pulau Jawa 

terhadap seranggan Inggris. Sehubungan dengan itu perhubungan 

di Jawa perlu dibangun, antara lain pembuatan jalan raya yang 

menghubungkan daerah-daerah di Jawa dari Anyer sampai 

Panarukan, kemudian terkenal sebagai jalan Raya Pos. Untuk 

keperluan pembangunan raksasa ini dibutuhkan tenaga rakyat, 

                                                           
17 Suhartono W. Pranoto, Jawa : Bandit-bandit Pedesaan…, p.48 



52 

 

maka dari itu wajib-kerja dipertahankan. Di samping itu wajib 

penyerahan juga masih berlaku, sehingga pada masa 

pemerintahan Deandels sebenarnya sistem tradisional masih 

berjalan terus. Sesuai dengan prisnsip-prinsip kebijaksanaanya 

Deandels membatasi kekuasaan para raja, antara lain hak 

memngangkat penguasa daerah diatur kembali, termasuk 

larangan untuk menjual-belikan jabatan itu. Karena mengadakan 

pemberontakan maka Kesultanan Banten dihapuskan. Dengan 

dibangunya Jalan Raya Pos diletakanya prasarana yang sangat 

penting bagi perkembangan ekonomi sosial dan politik Jawa, 

tidak hanya dalam bidang transportasi tetapi juga dalam bidang 

administrasi pemerintahan dan mobilitas sosial.
18

 

Di Banten dengan ekonomi agrarisnya, para penduduk 

desa bercocok tanam dan menanam padi. Namun, hal yang 

mencolok adalah sebagian  penduudk desa mencari nafkah 

dengan menjadi pedagang, nelayan atau tukang. Terdapat pula 

kelompok petani yang melakukan berbagai kerajainan dan 

pekerjaan untuk memperoleh penghasilan tambahan. Sebenarnya, 

                                                           
18 Sartono Kartodirjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-

1900…, p.292.  
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usaha-usaha tersebut tidak dilakukan secara purnawaktu, tetapi 

hanya selama tidak ada pekerjaan di sawah atau ladang.
19

 

Pada umumnya, sumber-sumber penghasilan alternatif 

telah dikembangkan secara tradisional. Contoh nyatanya adalah 

apa yang dikenal dengan migrasi musiman ke Batavia atau 

Lampung yang didorong oleh adanya kekurangan tenaga kerja di 

tempat-tempat itu dan perhubungan yang baik. Dibandingkan 

dengan seluruh tenaga kerja yang ada, jumlah yang merantau 

sangat sedikit, dan kebanyakan pergi hanya dalam waktu singkat 

di antara musim-musim yang sibuk di sawah atau ladang.
20

  

 

C. Kondisi Politik dan Sosial di Pandeglang Masa Kolonial 

Belanda 

Di dalam masyarakat Pandeglang meskipun tidak jelas 

adanya stratifikasi (pembedaan atau pengelompokan) tetapi 

dalam masyarakat setempat mengenal istilah undakan yang 

menunjukkan stratifikasi masyarakat. Di satu pihak adalah 

golongan atas yang jumlahnya lebih kecil yang terdiri dari elite 

                                                           
19 Sartono Kartodirjo, Pemberontakan Petani Banten 1888 (Depok: 

Komunitas Bambu, 2015), p. 34. 
20 Kartodirjo, Pemberontakan Petani Banten 1888…, p. 34. 
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birokrat dan bangsawan digolongkan priyayi. Di pihak lain 

terdapat golongan janma leutik, sebagai golongan bawah. 

Jumlahnya besar sekali dan mereka terdiri dari petani, tukang, 

pedagang, buruh dan artisan. Petani digunakan untuk menyebut 

lapisan masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang bercocok 

tanam, tukang dan pedagang.
21

 

Di pihak lain golongan bawah yang bukan saja terdiri dari 

petani, pedagang, dan buruh tetapi masih ada golongan abdi 

(orang yang bekerja pada raja atau pemerintah) yang sangat setia 

kepada gusti (tuan bangsawan). Di antara para bangsawan 

rendahan dan mereka yang tinggal jauh dari pusat kesultanan 

dimasukkan dalam golongan ini, termasuk pemimpin agama 

setempat.
22

 

Daerah jajahan perlu menghasilkan dan menjamin adanya 

keuntungan bagi negeri induk, lagi pula melihat bahwa 

masyarakat pribumi masih hidup pada tingkat subsistensi dan 

sistem produksi prekapitalis maka jalan yang paling sesuai untuk 

                                                           
21 Suhartono W. Pranoto, Jawa : Bandit-bandit Pedesaan…, p. 41. 
22 Suhartono W. Pranoto, Jawa : Bandit-bandit Pedesaan…, p. 43. 
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menjalankan pemerintahannya, penguasa kolonial memakai 

sistem pemerintahan tak langsung. Hal ini sesuai dengan struktur 

kekuasaan tradisional yaitu sistem feodal.
23

 

Sistem feodal dengan sistem produksi prekapitalis 

menjamin bahwa pertukran antara tuan dan pengikut atau abdi 

akan menimbulkan aliran hasil bumi, barang, dan jasa dari pihak 

abdi kepada bendara atau tuan. Dalam struktur sosial feodalistis, 

raja, keluarganya dan para bangsawan lainnya para elite birokrasi 

dan pengusaha daerah kesemuannya berkedudukan sebagai tuan 

dan rakyat sebagai abdi.
24

 

Di tanah kerajaan ada pengerahan tenaga untuk 

membersihkan keraton, mencari rumput untuk kuda-kuda raja, 

melakukan penjagaan, mengangkut bang-barang, dan sebagainya. 

Di daerah gubernemen tugas-tugas seperti itu diwajibkan bagi 

rakyat untuk melayani keperluan para bupati dan sejak zaman 

kompeni juga bagi keperluan pengusaha Belanda. Di sini sistem 

pemerintahan secara langsung menempatkan pengusaha kolonial 

                                                           
23 Sartono Kartodirjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-

1900…, p.294-295. 
24 Sartono Kartodirjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-

1900…, p.295. 
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pada kedudukan di atas para pengusaha pribumi, yang membawa 

segala macam hak-hak istimewanya.
25

 

Pada masa pemerintahan Herman Willem Daendels 

(1808-1811), ia menjalankan pemerintahannya dengan 

memberantas sistem feodal yang sangat diperkuat oleh VOC. 

Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta hak-hak 

bupati mulai dbatasi, terutama yang menyangkut penguasaan 

tanah dan pemakaian tenaga rakyat. Baik wajib tanam dan wajib 

kerja hendak dihapuskannya.
26

 Daendels ingin memerintah rakyat 

pribumi secara langsung tanpa perantaran sultan atau bupati.
27

 

Sesuai dengan prinsip-prinsip kebijaksanaan Daendels 

membatasi kekuasaan para raja, antara lain hak mengangkat 

penguasa daerah diatur kembali, termasuk larangan untuk 

menjual-belikan jabatan itu. Karena mengadakan pemberontakan 

maka kesultanan Banten dihapuskan.
28

 Sejalan dengan hal 

                                                           
25 Sartono Kartodirjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-

1900…, p.295. 
26 Sartono Kartodirjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-

1900…, p.291` 
27 Nina H. Lubis, Sejarah Banten Membangun Tradisi dan 

Peradaban…, p. 187. 
28 Sartono Kartodirjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-

1900…, p.292. 
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tersebut, Daendels melakukan birokratisasi di kalangan 

pemerintahan tradisional, para sultan dan bupati dijadikan 

pegawai pemerintah yang menerima gaji. Kekuasaan mereka pun 

berangsur-angsur dikurangi.
29

 

Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van der 

Capellen mempertahankan sistem pemerintahan sentralistis yang 

dilakukan secara otokratis. Pemerintah pusat melimpahkan tugas-

tugas pemerintahan kepada pejabat-pejabat Belanda yang lebih 

rendah tingkatannya secara hirarkis. Pejabat-pejabat itu 

ditempatkan di daerah-daerah dan menjalankan tugasnya terbatas 

pada lingkungan wilayah tertentu yang disebut daerah 

administratif atau pemerintahan lokal administratif. Dalam 

menjalankan pemerintahannya, bupati tetap dibantu oleh pejabat 

struktural dan pejabat fungsional. Pejabat struktural terdiri atas 

patih, wedana (kepala distrik), asisten wedana, dan lurah (kepala 

desa).
30

 

                                                           
29 Nina H. Lubis, Sejarah Banten Membangun Tradisi dan 

Peradaban…, p. 187. 
30 Nina H. Lubis, Sejarah Banten Membangun Tradisi dan 

Peradaban…, p. 189-190. 
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Pembangunan pangkalan militer di Ujung Kulon 

dihentikan karena banyaknya pekerja yang mati di daerah 

berawa-rawa. Pembangunan dialihkan ke Anyer. Perilaku 

Daendels yang terlalu keras, ternyata menjadi perhatian atasannya 

di negeri Belanda yang saat itu berada di bawah pemerintahan 

Kaisar Napoleon dari Prancis. Maka Daendels pun dipanggil 

pulang ke negerinya. Perlawanan rakyat Banten pun mereda 

ketika kekuasaan Daendels berakhir pada pertengahan tahun 

1811.
31

 

Pemerintah Hindia-Belanda selain melakukan kebijakan-

kebijakan politik dalam tatanan pemerintahannya, juga 

melakukan kebijakan terhadap peran sosial-politik ulama dan 

jawara di Banten. Hal ini sangat penting karena kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintahan pada suatu periode sangat 

berpengaruh terhadap langkah dan gerakan ulama dan jawara. 

Bahkan, terdapat beberapa kebijakan yang secara langsung 

berhubungan dengan kehidupan ulama dan jawara. 

                                                           
31 Nina H. Lubis, Banten Dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, Ulama, 

Jawara…, p. 94-95. 
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Kedudukan jawara dalam masyarakat Pandeglang tetap di 

pandang sebagai salah satu elit yang memainkan peranannya 

yang sangat signifikan. Diantara peran yang dimainkan oleh 

jawara tersebut adalah sebagai jaro (Kepala Desa), penjaga 

keamanan, guru silat, dan guru ilmu magis. Adapun jaringan 

tradisional yang dibangun kelompok jawara mengandalkan 

hubungan kedekatan emosional yang dalam, sehingga jaringan 

yang terbentuk pun melalui hubugan kekerabatan, baik melalui 

hubungan nasab atau perkawinan, hubungan guru dengan murid 

dan lembaga sosial keagamaan seperti pesantren dan paguron 

(perguruan silat).
32

 

Pada masa kolonialisme Belanda, istilah yang paling 

dikenal adalah sebagai bandit sosial. Istilah ini tentunya adalah 

upaya terstruktur Belanda untuk menderogasi jawara di 

masyarakat Banten. Penderogasian (pengecualian) nama jawara 

oleh Belanda tersebut, tentunya sangat bertentangan dengan 

konsep awal jawara sebagai santri. Jawara yang bertipikal 

                                                           
32 Asep Muslim Dkk, Dinamika Peran Sosial Politik Ulama dan 

Jawara di Pandeglang Banten. Jurnal Mimbar, Vol 31, No. 2, Desember 2015, 

P. 468. 
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pembelot perjuangan yang berlabel bandit, perampok, perusuh, 

atau pelanggar hukum sebagai bentukan Belanda untuk 

menderogasi citra patriotism jawara yang sesungguhnya. 

Peletakan citra negative jawara ini dapat dipahami sebagai 

keberhasilan strategi hegemoni kolonialis.
33

 

Selain keberhasilan Belanda dalam menderogasi konsep 

jawara, seiring dengan dibumihanguskannya Istana Kesultanan 

Banten, hancur pula puing-puing keulamaan Banten termasuk 

konsep ulama-umaronya sehingga kaum ulama terpinggirkan ke 

pedesaan.  

     

                                                           
33 Asep Muslim Dkk, Dinamika Peran Sosial Politik Ulama dan 
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